
4. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4421);

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir Tahun 2023.

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai
landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (KUAPBD)dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD);

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264
ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja
dan pendanaan jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah;

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIOGANKOMERING ILIR,

TENTANG
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PERATURANBUPATIOGANKOMERING ILIR
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13. Peraturan ...

12.Peraturan MenteriDalamNegeriNomor17Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor496);

9. Peraturan MenteriDalamNegeriNomor70 Tahun 2019 tentang
Sistem InformasiPemerintahan Daerah (BeritaNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2019 Nomor1114);

10.Peraturan MenteriDalamNegeriNomor90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11.Peraturan MenteriDalam NegeriNomor77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan MenteriDalamNegeriNomor86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
PanjangDaerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(BeritaNegara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor1312);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6323);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6322);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6757);

4. Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6757);
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8. Rencana ...

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering llir.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan
merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
BAPPEDAadalah Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir dan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas
dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan Daerah.

6. Kepala BAPPEDAadalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir.

7. Perangkat Oaerah yang selanjutnya disingkat PO adalah Perangkat Oaerah
Kabupaten Ogan Komering llir dan merupakan unsur pembantu Kepala
Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Menetapkan : PERATURANBUPATl TENTANG RENCANAKERJA PEMERINTAH
DAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIRTAHUN2023.

MEMUTUSKAN:

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021
Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan
Komering llir Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 15).
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Pasal 2...

B. Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah yang selanjutnya disingkat
RPJMDadalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima)tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhimya masa jabatan Kepala
Daerah.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPDadalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Kerjayang selanjutnya disingkat Renja adalah rencana kerja satuan
kerja perangkat daerah Kabupaten Ogan KomeringIlir yang tersusun dalam
bentuk dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten
OganKomeringI1iruntuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana KerjaPerangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RenjaPerangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

12. Kebijakan Umum APBDyang selanjutnya disingkat KUAadalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

14. AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerahyangditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

15. Visiadalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan terjadi pada
akhir periodeperencanaan pembangunan.

16. Misiadalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

17. Kebijakan adalah arah tindakan untuk mencapai tujuan yang diambi1oleh
Pemerintah Kabupaten OganKomeringllir.

lB. Programadalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi.

19. Kegiatanadalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka
mencapai hasil (outcome) suatu program.

20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang rnenggambarkan tercapainya tujuan,
berupa hasil pembangunan DaerahjPerangkat Daerah yang diperoleh dari
pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
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...

(2) lsi...

PENDAHULUAN
GAMBARANUMUM KONDISIDAERAH
KERANGKAEKONOMIDAERAHDANKEUANGANDAERAH
SASARANDANPRIORITASPEMBANGUNANDAERAH
RENCANAKERJADANPENDANAANDAERAH
KINERJAPENYELENGGARAANPEMERlNTAHDAERAH
PENUTUP

BAB I
BAB II
BAB III
BABIV
BABV
BAB VI
BAB VII

(1) NaskahRKPDKabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

BAB II

SISTEMATlKARKPD
Pasa15

BAPPEDAmenelaah kesesuaian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasa13 ayat (1) huruf a dengan RKPDTahun 2023.

Pasal4

(2) RKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan tujuan untuk:
a. mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah;
b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan;
c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

(1) RKPDKabupaten Ogan Komering llir Tahun 2023 ditetapkan dengan maksud
untuk menjadi pedoman dalam penyusunan:
a. Renja Perangkat Daerab Tahun 2023;
b. KUA,PPASdan Rancangan APBDTabun 2023; dan

Pasal 3

(1) RKPDKabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 merupakan penjabaran dari
RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 dengan
menggunakan bahan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk periode 1 (satu)
tahun yaitu tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan
berakhir pada tanggal31 Desember 2023.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan kebijakan,
program, kegiatan, sasaran programjkegiatan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun anggaran 2023.

Pasa12
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BERITA DAERAH KABUPATENOGAN KOMERlNG ILIR TAHUN 2022 NOMOR 15

HUSIN

d.t.o

DiundangkanillKayuagung
pada tanggal f j uL\ 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

ISKANDAR

d.t.o

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 1" j ULl 2022

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering
ilir.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BABrV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Kepala BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
RKPD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGENDALIANDAN EVALUASI

Pasal6

(2) lsi beserta uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
InL
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